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KATA PENGANTAR

Puji  dan  syujur  kami  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  karena

dengan  rahmat  dan  karunia-Nyalah  penyusuanan   Rencana  Strategis

Perubahan  (Perubahan  SOTK)  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan sebagaimana

mestinya.

Rencana  Strategis  Perubahan  Badan  Penanggulangan  Bencana

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024  disusun dengan maksud

untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan

berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang

dimiliki  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Kubu  Raya

secara optimal. Adapun tujuannya adalah untuk mengantisipasi perubahan

yang semakin cepat di masa mendatang, mengerahkan seluruh sumber daya

dan dana dalam pencapaian tujuan dan sasaran  Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya  yang telah ditetapkan, menentukan

Tujuan dan Sasaran serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan

Visi  dan  Misi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu

Raya,  serta  sebagai  bahan  rujukan/acuan  dalam  penyusunan  Rencana

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya  setiap

tahunnya.

Dalam  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,

perencanaan  strategis  merupakan  langkah  awal  untuk  melakukan

penyusunan perencanaan kinerja  tahunan (RKT)  dan pengukuran kinerja

kegiatan  instansi  pemerintah  dimana sangat  diperlukan adanya  integrasi

antara  keahlian  sumber  daya  manusia  dengan  sumber  daya  lain  agar

mampu  menjawab  perubahan  lingkungan  strategis  yang  serba  dinamis.

Sebagai  catatan bahwa,  data-data yang kami himpun dari  penggabungan

SOTK  (bergabungnya  Damkar)  masih  belum  final,  dikarenakan

penggabungan data/aset masih dalam tahap proses syscronisasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim

Penyusun  Renstra  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten
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Kubu Raya  dan  rekan-rekan  yang tidak dapat disebutkan satu per satu

yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini

masih jauh dari  sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, namun

kami  berupaya  untuk  menyempurnakan  Rencana  stategis  ini  kedepan,

untuk itu masukan  yang bersifat  konstruktif sangat kami harapkan guna

kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis dimasa yang akan datang.

Semoga Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan dan

langkah ke depan dalam melaksanakan  Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Kubu Raya.

Demikian dan Terima Kasih.

Sungai Raya,       Maret 2022

Plt. Kepala Pelaksana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA
 

,

M  . Y A S S I E R, S. E  
Pembina Tk. I

NIP . 19700704 199803 1 003
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana  Strategis  (Renstra)  BPBD  Kabupaten  Kubu  Raya

merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dengan  perencanaan

daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra BPBD  Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan irisan dan bagian dari salah

satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan

jangka menengah  daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Kubu  Raya Tahun

2019-2024.  RPJMD yang menjadi pedoman bagi  seluruh pemangku

kepentingan  dalam  melaksanakan  pembangunan merupakan

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh

karena itu, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan Renstra

BPBD  Kabupaten  Kubu  Raya.  Renstra OPD  di  tingkat  Kabupaten,

sesuai ketentuan juga disarankan untuk menempatkan Renstra K/L

sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan

Renstra BPBD  Kabupaten Kubu Raya juga tidak lepas dari  Renstra

BNPB  dan  Renstra Kemendagri  sebagai  pedoman  dan  acuan

penyusunannya.  Keseluruhan  rangkaian tersebut  mempunyai

kontribusi  dalam  mewujudkan  tujuan  perencanaan pembangunan

jangka panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah

dokumen perencanaan  Perangkat  Daerah  untuk  periode  5  (lima)

tahun.  Dalam  Pasal  11  ayat  (3) huruf  a  Renstra  memuat  tujuan,

sasaran,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  dalam rangka

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  wajib  dan/atau  urusan

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat

daerah,  yang  disusun  berpedoman kepada  RPJMD  dan  bersifat

indikatif. 

Berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 20  Tahun 2021 tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Daerah dan 27. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu

Raya.  Dalam  dua  peraturan  tersebut  diatas  diatantaranya  berisi

tentang  Pemadam Kebakaran  yang  bergabung  ke  BPBD,  perluasan

cakupan kerja dari  Seksi  menjadi Bidang dan perubahan Eselon III

menjadi Eselon II.

1.2    LANDASAN  HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, dilandasi  dasar

hukum antara lain meliputi:

1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  kedua  atas

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan

Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana

Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor

33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman

Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan

Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional

(RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3) ;

12. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,  Tatacara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah

Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2009  -  2029  (Lembaran  Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
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15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  1Tahun  2014

tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kubu Raya 2014 -  2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  6  Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  7  Tahun 2016

tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya

Tahun  2016-2026  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya

Tahun 2016 Nomor 7);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang

Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana   (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

19. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Rancangan

Pembangunan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana

Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019

tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah

Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2009 - 2029  (Lembaran  Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  6  Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);

24. Peraturan Daerah Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  7  Tahun 2016

tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya
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Tahun  2016 - 2026  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya

Tahun 2016 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  5  Tahun 2019

tentang  RPJMD  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2019 - 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65 A);

26. Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Perubahan

Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  6

Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat

Daerah;

27. Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  10  Tahun  2021  tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata

Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Kubu

Raya.

1.3    MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1  Maksud

Maksud  disusunnya  Rencana  Strategis  (Renstra)  Badan

Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya adalah

sebagai  bagian  dari  tahapan implementasi  Rencana  Pembangungan

Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Kubu  Raya tahun

2019-2024 dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) 2005-2025.

1.3.2  Tujuan

Tujuan  penyusunan  Rencana  Strategis  Badan  Penanggulangan

Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  tahun  2019-2024   adalah

penjabaran  visi,  misi  dan  program kerja  Bupati  Kubu Raya  sesuai

dengan  janji  politik  pada  masa  kampanye  yang  harus  diakomodir

dalam Rencana Strategis tersebut. 

Selain  itu  Rencana  Strategis   merupakan  sarana  untuk

menampung  berbagai  aspirasi  masyarakat  dan  membangun

komitment  dan  konsistensi  antar  para  pemangku  kepentingan

(stakeholders)  untuk  menentukan  arah  pembangunan  Kabupaten

Kubu Raya ke depan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten

Kubu Raya. 
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Adapun  tujuan  dari  pada  Rencana  Strategis  Badan

Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya adalah  “

Meningkatkan  Kualitas  Penanganan  Bencana  (Analisis  Bencana,

Pencegahan  Dini,  Mitigasi,  Penanganan  Dimasa  Rehabilitasi  dan

Rekonstruksi)”

1.4  SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana  Strategis  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah

Kabupaten  Kubu  Raya Tahun  2019-2024 ini  disusun  dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

RENSTRA  Tahun 2019 – 2024 – Perubahan SOTK
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BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN

 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

RENSTRA  Tahun 2019 – 2024 – Perubahan SOTK
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2007,  bahwa

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan

terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan

dua  samudra  dengan  kondisi  alam  yang  memiliki  berbagai

keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang

memiliki  kondisi  geografis,  geologis,  hidrologis,  dan demografis yang

rawan  terhadap  terjadinya  bencana  dengan  frekwensi  yang  cukup

tinggi,  sehingga  memerlukan penanganan yang  sistematis,  terpadu,

dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia

dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam,

bencana  non  alam,  dan  bencana  sosial.  Bencana  alam antara  lain

berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan,

tanah longsor,  kekeringan,  kebakaran hutan /  lahan karena faktor

alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa,

dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa. Bencana non alam

antara lain kebakaran hutan / lahan yang disebabkan oleh manusia,

kecelakan  transportasi,  kegagalan  konstruksi  /  teknologi,  dampak

industri,  ledakan  nuklir,  pencemaran  lingkungan  dan  kegiatan

keantariksaan.  Bencana sosial  antara lain berupa kerusuhan sosial

dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Secara  Geografi,  Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan  wilayah

khatulistiwa.  Berdasarkan  System  Klasifikasi  Iklim  Koppen,

Kabupaten Kubu Raya termasuk dalam Type Iklim Hutan Hujan Tropis

(Af). Type iklim Af merupakan wilayah yang memiliki 6 – 9 bulan basah

dan 3 – 6 bulan kering. Posisinya yang berada di equator berpotensi

besar kejadian hujan orografis.

Secara  geologi  dan  fisiografi,  wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya

sebagian besar merupakan kawasan gambut dengan ketebalan sedang

sampai  dalam,  sebagian  lainnya  merupakan  dataran  banjir.  Jenis

tanah selain gambut (Histosol) adalah Alluvial (Inceptisol) dan Podsolik

RENSTRA  Tahun 2019 – 2024 – Perubahan SOTK 
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Merah  Kuning  (Ultisol).  Wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya  memiliki

topografi datar dan sebagian berbukit.

Karakter fisik wilayah tropis, bergambut tebal, dan topografi datar

menyebabkan  wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya  memiliki  tingkat

kerawanan  bencana  banjir,  angin  puting  beliung,  atau  kebakaran

hutan dan lahan yang sangat tinggi. Banjir akibat hujan setempat dan

hujan  di  wilayah  hinterland  (upstream)  menjadi  bencana  rutin  di

banyak wilayah dataran banjir.  Pembukaan kawasan gambut untuk

kegiatan perkebunan kelapa sawit, pertanian dan perkebunan rakyat,

dan pembangunan lainnya menyebabkan kerawanan kebakaran hutan

gambut meningkat setiap tahunnya, karena pengeringan gambut fibris

yang irreversible. Selain itu, angin puting beliung yang sering terjadi

dibeberapa wilayah di kabupaten Kubu Raya yang terjadi akibat dari

perubahan iklim.

Berlatar belakang dari tersebut diatas, maka dianggap perlu bagi

masyarakat untuk mengetahui daerah terkena bencana serta tindakan

yang akan dan telah diambil oleh Pemkab atas kebencanaan tersebut.

Diharapkan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara

luas dan dapat dijadikan salah satu referensi  atau panduan untuk

penanganan bencana di Kabupaten Kubu Raya.

2.1.1 Tupoksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya

dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2021

tentang  Perubahan Kedua Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Kubu

Raya  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kubu Raya. 

Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  mempunyai  tugas

membantu Bupati  menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub

urusan  kebakaran  pada  urusan  pemerintahan  bidang  ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan  program  kerja  dibidang  bencana,  kebakaran,

ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  perlindungan

masyarakat;

b. Perumusan kebijakan dibidang bencana, kebakaran, ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. Penyelenggaraan  kebijakan  dan  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan  serta  pelayanan  umum  dibidang  bencana,

kebakaran,  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta

perlindungan masyarakat;

d. Penyelenggaraan administrasi Badan;

e. Pembinaan  dan  penyelenggaraan  tugas  dibidang  bencana,

kebakaran,  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta

perlindungan masyarakat;

f. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan;

g. Pengoorbadanian,  evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan 

h. Penyelenggaraan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Struktur  Organisasi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah

Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

a. Kepala Badan; 

b. Kepala Pelaksana

c. Kepala Sekretariat;

d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

f. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; 

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

h. Kelompok JF.
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1. Kepala Badan

Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dijabat  secara

rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab

langsung kepada Bupati.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan;

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan;

- Pelaksanaan  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan

pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang

Badan;

- Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan;

- Pengoorbadanian  penyelenggaraan  program bidang  bencana,

kebakaran,  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta

perlindungan masyarakat;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

urusan  pemerintahan  bidang  bencana,  kebakaran,

ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  perlindungan

masyarakat; dan

- Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Pelaksana

Dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari  BPBD  dibantu  oleh

Kepala  Pelaksana  yang  bertanggungjawab  langsung  kepada

Kepala BPBD. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap

darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

3. Kepala Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris yang berada di bawah

dan  bertanggungjawab  kepada  Kepala  Pelaksana.  Tugasnya

membantu  Kepala  Pelaksana  dalam  mengkoordinasikan

perencanaan,  pembinaan  dan  pengendalian  terhadap  program,

administrasi  dan  sumberdaya  serta  kerjasama. Untuk
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melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu

Kepala Pelaksana dalam:

a. Pengkoordinasian,  sinkronisasi  dan  integrasi  program

perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. Pembinaan  dan  pelayanan  administrasi  ketatausahaan,

hukum  dan  peraturan  perundang-undangan,  organisasi,

tatalaksana,  peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia,

keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; Pembinaan dan

pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. Fasilitasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  unsur  pengarah

penanggulangan bencana;

e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

f. Pengkoordinasian  dalam  penyusunan  laporan

penanggulangan bencana. 

Kepala Sekretariat membawahi staff berjumlah 4 (empat) orang 

ASN dan 3 (tiga) orang Honorer.

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

mempunyai  tugas  mengumpul  dan  mengolah  bahan

perumusan  kebijakan  pelaksanaan  tugas  umum  dan

kepegawaian.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

-  Perencanaan  dan  penyusunan  program  kegiatan  di  Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

-  Penyiapan  bahan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  bidang

umum dan kepegawaian; 

-  Pengorganisasian,  pengumpulan  dan  pengolahan  bahan

perumusan  kebijakan  pembinaan  penyelenggaraan  tugas

umum dan kepegawaian;

-  Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  daerah  dibidang

umum dan kepegawaian; 

- Penyiapan  bahan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan

kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan

-  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan,  mempunyai  tugas

membantu  Kepala  Badan  dalam  menyiapkan  bahan

perumusan  kebijakan  teknis,  koordinasi,  pembinaan  dan

penyelenggaraan  tugas  dibidang  pencegahan  dan

kesiapsiagaan;

b.  Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Pelaksana;

Untuk  melaksanakan  tugas,  Bidang  Pencegahan  dan

Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional  kerja  di

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan

mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan sesuai lingkup tugasnya;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan

dan kesiapsiagaan;

- Penyelenggaraan  kegiatan,  fasilitasi,  koordinasi  dan

pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pengendalian  kegiatan  di  Bidang  Pencegahan  dan

Kesiapsiagaan;

- Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan

pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

dan

- Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik  mempunyai  tugas

membantu  Kepala  Badan  dalam  menyiapkan  bahan

perumusan  kebijakan  teknis,  koordinasi,  pembinaan  dan

penyelenggaraan tugas dibidang kedaruratan dan logistik;
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b. Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik  dipimpin  oleh  seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik

mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional  kerja  di

Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan

mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kedaruratan dan

Logistik sesuai lingkup tugasnya;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan

dan logistik;

- Penyelenggaraan  kegiatan,  fasilitasi,  koordinasi  dan

pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pengendalian kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan

pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan

- Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  mempunyai  tugas

membantu  Kepala  Badan  dalam  menyiapkan  bahan

perumusan  kebijakan  teknis,  koordinasi,  pembinaan  dan

penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi; 

b. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional  kerja  di

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
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- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan

mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Rehabilitasi  dan

Rekonstruksi sesuai lingkup tugasnya;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi

dan rekonstruksi;

- Penyelenggaraan  kegiatan,  fasilitasi,  koordinasi  dan

pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pengendalian  kegiatan  di  Bidang  Rehabilitasi  dan

Rekonstruksi;

- Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan

pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

dan

- Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

a. Bidang  Pemadaman,  Penyelamatan  dan  Sarana  Prasarana

mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Badan  dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan  dan  penyelenggaraan  tugas  pemadaman,

penyelamatan dan sarana prasarana;

b. Bidang  Pemadaman,  Penyelamatan  dan  Sarana  Prasarana

dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  yang  berada  dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan

a. Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  mempunyai  tugas

melaksanakan  sebagian  tugas  teknis  Badan  yang  wilayah

kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;

b. Unit  Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.
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10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai

ASN  dalam  jenjang  JF  tertentu  berdasarkan  keahlian  dan

keterampilan tertentu.

a. Kelompok  Jabatan  Fungsional  yang  diangkat  berdasarkan

penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan

Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;

b. Pengangkatan  dan  pelantikan  melalui  penyetaraan  jabatan

dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan

dari  kementerian  terkait  sesuai  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional  berkedudukan di  bawah dan

bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  Pejabat

Administrator;

d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsioanal untuk tugas

atau  fungsi  tertentu  yang  dipimpin  oleh  pejabat  fungsional

atau  oleh  pejabat  pelaksana  senior  yang  ditunjuk,  sampai

ditetapkannya  peraturan  perundang-undangan  yang

mengatur  tentang  Koordinator  dan/atau  Sub  Koordinator

Jabatan Fungsioanal;

e. Penetapan,  rincian  tugas  dan  fungsi  koordinasi,  tugas

tambahan serta  pengelolaan  kegiatan  Koordinator  dan/atau

Sub Koordinator  Kelompok Jabatan Fungsional  diatur  lebih

lanjut  dengan  Keputusan  Kepala  Badan  sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

f. Pejabat  Administrasi  yang  mengalami  penyetaraan  jabatan

melaksanakan  mekanisme  koordinasi  dan  pengelolaan

kegiatan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  sampai  dengan

peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi

ditetapkan.

Struktur  Organisasi  Badan  Penaggulangan  Bencana  Daerah

(BPBD) Kabupaten Kubu Raya  berdasarkan  Peraturan Bupati  Kubu

Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
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Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kubu Raya:

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ada  pada  Badan

Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya,

sampai saat ini berjumlah 14 (empat belas) orang PNS dan 33

(tiga puluh tiga) orang Non PNS.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah :

a. Spesifikasi PNS berdasarkan Jabatan (Eselonering)

NO JABATAN (Eselonering) JUMLAH

1 2 3

1 Eselon III a 1 orang

2 Eselon III b 4 Orang

3 Eselon IV a 1 orang

4 Staf (Non Eselon) 9 orang

Jumlah Seluruhnya 15 orang
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b. Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan jenis 

Kelamin

N

O

PANGKAT / GOL.RUANG

JENIS

KELAMIN JUMLAH

Pria Wanita

1 2 3 4 5

1 Pembina Tk I (IV/b) 1 - 1 Orang

2 Pembina (IV/a) 3 1 3 Orang

3 Penata Tk I (III/d) 4 - 4 Orang

4 Penata Muda Tk I (III/b) 1 1 2 Orang

5 Penata Muda (III/a) 2 - 2 Orang

6 Pengatur (II/c) 1 - 1 Orang

7 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 - 1 Orang

Jumlah 13 2 15 Orang

c. Spesifikasi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis 

Kelamin

NO PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JUMLAH

Pria Wanita

1 2 3 4 5

1 Sarjana 10 - 10 Orang

2 Diploma III 2 - 2 Orang

3 SMU 3 - 3 Orang

Jumlah 15 - 15 Orang

Diatas  adalah  jumlah  keadaan  PNS  yang  ada  sekarang

(masih  eselon  III),  yang  tentunya  perubahan  eselon  menjadi

eselon IIa tentunya masih sangat kurang, ini kita bias lihat dari

peta jabatan dibawah ini :
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Berdasarkan peta jabatan diatas, BPBD masih kekurangan

PNS sebanyak 34  orang,  dengan jumlah  ideal  PNS 49  orang.

Untuk itu BPBD Kabupaten Kubu Raya masih membutuhkan

Pegawai  yang  memiliki  kemampuan,  pengetahuan,  keahlian,

pengalaman,  keterampilan,  dan  integritas  dalam  penanganan

bencana. Sebagai institusi yang baru dibentuk, tentunya perlu

mendapatkan dukungan baik dari sisi jumlah personil maupun

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dilihat  dari  sisi  kelengkapan sarana dan prasarana yang

ada  saat  ini,  dirasakan  masih  sangat  minim  sekali.  Adapun

kondisi kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang ada

antara lain:
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a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kubu Raya saat ini statusnya sewa alamat Jalan

Parit Bugis, Ruko Gg. Tidar No. 5 – 8, Sungai Raya telpon

(0561) 724088.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki

saat  ini  adalah  sebagai  berikut  (belum  termasuk  asset

Bidang Damkar yang belum diserah-terimakan) :

Tabel Sarana dan Prasarana

NO NAMA BARANG JUMLAH KUANTITAS

1 2 3 4 5 6

1 Roda Dua (sepedah motor) 9 9 Unit

2 Roda Empat (mobil) 3 3 Unit

3 FIN Comodo 1 1 Buah

4 Roda Enam (serbaguna) 1 1 Buah

5 Note Book 4 4 Unit

6 PC Unit 4 4 Unit

7 Printer 5 1 1 Unit

8 UPS 5 1 6 Unit

9 Lemari Besi / Metal 11 11 Unit

10 Filing Cabinet Besi 6 6 Unit

11 Brandkas 1 1 Unit

12 Lemari Buku Eselon III 2 2 Unit

13 Meja Kerja Eselon III 1 1 Unit

14 Meja Kerja Eselon IV 3 3 Unit

15 Meja Kerja Eselon V 5 5 Unit

16 Meja Rapat 3 3 Unit

17 Meja ½ Biro 1 1 Unit

18 Kursi Kerja Pejabat 1 1 Unit

19 Kursi Tamu 1 39 Unit

20 Kursi Biasa 39 5 Unit

21 AC Split 5 1 Unit

22 Profesional Sound System 1 1 Unit
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23 Layar Film / Projector 1 1 Unit

24 Televisi 1 1 Unit 

25 Megaphone / TOA 2 2 Unit

26 Tustel / Yashica 2 2 Unit

27 Tandu Dorong 12 12 Unit

28 Treng Air / Tandon Air 3 3 Unit

29 Sound System 1 1 Unit

30 Tangga Alumunium 1 1 Unit

31 Handy Talky (HT) 10 10 Unit

32 Alat Studio Video 1 1 Unit

33 Mesin Absensi 1 1 Unit

34 Speed Boat / Motor Tempel 3 3 Unit

35 Perahu Evakuasi 2 3 Unit

36 Alat Angkut / Sea Hawk 400 2 2 Unit

37 Alat Angkutan Apung / Fiber 2 2 Unit

38 Mesin Kompresor 1 1 Unit

39 Pompa Air 3 3 Unit

40 Pompa Kebakaran / Portable 3 3 Unit

41 Alat Pemadam / Portable 1 1 Unit

42 Alat Pemadam Kebakaran 2 2 Unit

43 Electric Generating Set 3 3 Unit

44 Gergaji Chain Saw 4 4 Unit

45 Tenda Keluarga 4 1 5 Unit

46 Tenda Pleton 2 1 Unit

47 Tenda Regu 3 3 Unit

48 Pabrikasi / Tenda Keluarga 5 5 Unit

49 Tenda Posko 5 5 Unit

50 Tenda Pengungsi 1 1 Unit

51 Scanner (universal tester) Hilang

52 Alat Rumah Tangga (ligo) 1 1 Unit

53 CCTV Camera (vitech) 2 2 Unit

54 Alat Rumah Tangga (polarion) 1 1 Unit

55 Facsimile (panasonic) 1 1 Unit

56 (Pesawat Telepon (panasonic) 1 1 Unit

57 Papan Nama Instansi 1 1 Unit
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58 Tiang Bendera 1 1 Unit

Oleh karena kelengkapan sarana dan prasarana juga merupakan

salah satu faktor yang sangat penting, maka Pemerintah Daerah dapat

memberikan  support/dukungan  baik  dari  segi  alokasi  anggaran

maupun penyediaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang handal dan

memiliki  kemampuan,  pengetahuan,  keahlian,  pengalaman,

keterampilan  dan  integritas  yang  dibutuhkan  dalam  penanganan

bencana  guna  mendukung  kinerja  BPBD  Kabupaten  Kubu  Raya

kedepan.

2.3.3 Alokasi APBD

BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

NO TAHUN
BELANJA

LANGSUNG
(Rp.)

BELANJA TAK
LANGSUNG

(Rp.)

TOTAL
ANGGARAN

(Rp.)
1 2 3 4 5

1 2014 542.185.224 1.341.101.541 1.883.286.765

2 2015 4.839.060.650 1.146.017.712 5.998.710.362

3 2016 1.209.242.650 1.255.051.706 2.446.737.156

4 2017 1.069.330.000 1.577.256.511 2.677.256.511

5 2018 1.700.257.000 1.397.213.603 3.097.470.603

6 2019 2.300.773.800 1.223.914.306 2.300.773.800

7 2020 17.427.432.100 1.320.614.000 18.748.046.100

8 2021 16.281.944.437 1.173.094.338 17.455.038.775

2.4.  KINERJA PELAYANAN SKPD

Bidang  Kesiapsiagaan  dan  Pencegahan meliputi  2  jenis

pelayanan yaitu kesiapsigaan menghadapi  bencana dan pencegahan

bencana.  Kedua  jenis  pelayanan  ini bersifat  prefentif  yang

dilaksanakan  pada  tahap  pra  bencana.  Kesiapsiagaan  adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan

berdaya  guna.  Sedangkan pencegahan bencana  adalah serangkaian
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kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menghilangkan

dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi 2 jenis pelayanan yaitu

pelayan tanggap darurat dan penanganan logistik . Pelayanan tanggap

darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban,  harta  benda,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pelindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan

sarana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi 2 jenis pelayanan

yaitu  pelayanan rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Adapun  Rehabilitasi

dilakukan melalui kegiatan:

a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. Pemulihan sosial psikologis;

e. Pelayanan kesehatan;

f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;

h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;

i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan

j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi  dilakukan melalui  kegiatan dengan motto “bangun

kembali yang lebih baik (build back better)”, meliputi:

a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d.  Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

yang lebih baik dan tahan bencana.
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Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu Raya

dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14

Tahun 2009. Mengingat terbatasnya jumlah tenaga yang ada di BPBD

Kubu  Raya  sedangkan  beban  tugas  yang  diemban  sekarang  sama

dengan  SKPD  maksimal,  maka   diharapkan  kedepan  dapat

dilaksanakan dengan lebih  terarah,  terpadu dan menyeluruh.  Masih

dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan instansi penanggulangan

bencana  yang  mampu  berkoordinasi  dengan  baik  dengan  instansi-

instansi lain, dijalankan oleh staf yang cukup dan kompeten, memiliki

sumberdaya  dan  alokasi  anggaran  yang  memadai,  dan  didukung

dengan kebijakan penanggulangan bencana yang berkualitas. Untuk itu

dukungan  pemerintah  daerah  dan  peranserta  masyarakat  sangat

diperlukan.

Peningkatan  Struktur  penyediaan  Sarana  dan  prasarana,

merupakan kebutuhan dan faktor  yang sangat  urgen dan mendesak

untuk direalisasikan, antara lain :

1. Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang persentatatif; 

2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

ahli  dalam bidangnya.  Saat  ini  jumlahnya  staf,  dirasakan masih

perlu  penambahan  personil  khususnya  yang  memiliki  keahlian,

keterampilan dan kompetensi di bidang kebencanaan. Selain tenaga

teknis  juga  diperlukan  tenaga  pendukung  lainnya  seperti  tenaga

Adminitrasi keuangan;

3. Peralatan dan perlengkapan kantor yang masih sangat minim dan

dan kurang mendukung aktivitas kerja

4. Ketersediaan  anggaran  yang  memadai  untuk  menunjang  upaya-

upaya  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  juga  perlu

mendapatkan  perhatian.Kelima  hal  tersebut  di  atas,  merupakan

komponen  yang  saling  berkaitan  dan  tidak  terpisahkan,  dalam

rangka menggerakkan roda kelembagaan yang lebih baik.   

Keempat  hal  tersebut  di  atas,  merupakan  komponen  yang  saling

berkaitan  dan  tidak  terpisahkan,  dalam  rangka  menggerakkan  roda

kelembagaan yang lebih baik.

Badan  Penanggulangan  Bencana   Daerah   Kabupaten Kubu Raya,

sangat  memerlukan  keempat   komponen  tersebut  dalam  rangka
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meningkatkan  kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif

bagi  pembangunan  daerah  khususnya  dalam  penyelenggaraan

penanggulangan bencana dimasa mendatang.
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2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Kubu Raya

dan tantangan di masa datang akan semakin kompleks mengingat situasi

dan kondisi lingkungan yang banyak berubah:
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN 
TUGAS DAN FUNGSI

 

Pelayanan SKPD

Didalam Bab II Peraturan Bupati Kubu Raya  Nomor 80 Tahun

2009  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  mempunyai  tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penanggulangan bencana di daerah. Munculnya perubahan

dan  dinamika  kehidupan  masyarakat   yang  makin  cerdas,  kritis

serta  banyak  tuntutan   terhadap  Lembaga  pemerintah  dan

pelayanan  public,  merupakan  konsekuensi  dan  tantangan   yang

harus  diantisipasi.  Ini  berarti   bahwa  paradigma  manajemen

organisasi  BPBD  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  mengemban  tugas

berat  ini  untuk  masyarakat  terdampak  bencana,  juga  berubah

sejalan  dengan  perubahan  paradigma  dalam  penanggulangan

bencana dari  bersifat  responsif  ke preventif  dengan karakter  good

governance  

BPBD  Kabupaten  Kubu  Raya  memiliki  peran  sentral  dalam

penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Kubu  Raya  diharapkan

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Sebagai  bagian

dari kekuasaan exsekutif dimana kekuasaan exsekutif menjadi salah

satu potensi pembangunan.

Selanjutnya  potensi  dan  permasalahan  yang  dimili  serta

dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya diuraikan dalam Analisa

faktor-faktor yang mempengaruhi konisi eksternal sebagai berikut :
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Tabel.3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK
KAJIAN

CAPAIAN /
KONDISI
SAAN INI

STAND
AR

YANG
DIGUN
AKAN

FAKTOR MEMPENGARUHI

PERMASALAH
AN

Internal
(Kewenangan

SKPD)

Eksternal
(Diluar

kewenganan
SKPD)

1 2 3 4 5
Sumber 
daya 
aparatur

 Belum 
cukup

Pendidikan 
dan 
pelatihan 
SDM 
Penanggulan
gan Bencana

Pendistribusian 
dilingkungan 
Kab. Kubu Raya

Belum 
optimalnya 
kinerja 
pelayanan

Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM) dan 
Indikator 
kinerja 
kunci 
(IKK)

Belum ada Indicator 
kinerja 
berdasarkan 
standar 
pelayanan 
serta tugas 
pokok dan 
fungsi

Belum adanya 
standar 
pelayanan 
minimal (SPM) 
dan Indikator 
Kinerja Kunci 
(IKK)

Indikator 
Kinerja dan 
standar 
pelayanan 
masih belum 
terstandar 
nasional

Penyediaa
n dana 
siap pakai

Belum ada Pengalokasian 
melalui belanja 
tidak terduga di
APBD

Proses 
melalui 
Belanja tidak
terduga lebih
komplek 
daripada 
dana siap 
pakai

Dokumen 
perencanaa
n 
-Renstra
-Renja
-RKA
-DPA

Ada
Ada
Ada
ada

-Tenaga Peren
 Canaan
-Koordinasi
 Perencanaan
Bidang-
bidang dan
sekretariat

Belum didukung 
penjabaran 
regulasi 
Penanggulangan 
ben
cana di tingkat 
Da
erah (misalnya 
kurangya juknis)

Belum 
optimalnya 
sinkronisasi 
antara 
Renstra, Ren
ja, RKA, DPA

Penguranga
n Resiko 
bencana 
(mitigasi)

Belum ada 
Aksi 
daerah
Dan dan 
pengurana
ngan resiko
bencana

Pembuatan 
RAD dan PRB

Peraturan
Daerah RAD dan 
PRB

Belum 
optimalnya 
pelaksanaan 
RAD dan PRB

Penangan 
Kedaruratan

Belum 
optimal

SOP 
penangan 
darurat

Koordinasi
Antar instansi 
dan Stakholders 
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI, dan PROGRAM KEPALA DAERAH 
dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Mencermati visi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih untuk

periode  tahun 2019-2024   yaitu :   “Terwujudnya  Kabupaten  Kubu

Raya  yang  Bahagia,  Bermartabat,  Terdepan,  Berkualitas  dan

Religius” serta empat misi pembangunan Daerah Kubu Raya yang telah

ditetapkan,  maka keterkaitan SKPD  Badan Penangggulangan Bencana

Daerah  Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan visi Kepala Daerah

terpilih adalah menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang

penanggulangan Bencana  secara profesional, transparan dan akuntabel

guna mewujudkan masyarakat  Kubu  Raya yang  Bahagia, bermartabat,

terdepan, berkualitas dan religius 

Misi  Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih untuk periode tahun

2019-2024 :

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola Pemerintah yang bersih

dan berwibawa (Good and clean Governance);

2. Meningkatkan  pelayanan  public  yang  mendasar  dan  perbaikan

kualitas hidup masyarakat;

3. Meningkatkan  penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang

berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;

4. Meningkatkan  penguatan  aktivitas  dan  kelembagaan  bernuansa

relijius di seluruh lapisan masyarakat;

5. Meningkatkan  penguatan  peran  perempuan  untuk  peningkatan

kualitas dan kemandirian ekonomi. 

Yang  terkait  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  SKPD Badan

Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Kubu Raya  yaitu : 

Misi ke dua ”Meningkatkan Pelyanan Publik Yang Mendasar dan

Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat”

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kab.

Kubu  Raya  dalam  menciptakan  kesejehteraan  masyarakat  terutama

kesejahteraan  dibidang  ekonomi  yang  dicapai  melalui  pertumbuhan

ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  dengan memanfaatkan  secara

efektif  keunggulan  komparatif  masing-masing  wilayah  dengan  dengan

pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya local
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serta  meningkatkan  kemandirian  dengan  memperhatikan  nilai-nilai

keadilan, kepentingan social, dan berwawasan lingkungan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA BNPB

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak

terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka

pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional  dan  mewujudkan  Visi

Presiden:  Terwujudnya  Indonesia  yang  Berdaulat,  Mandiri  dan

Berkepribadian  Berlandaskan  Gotong  Royong,  maka  visi  BNPB

2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi  tersebut  merupakan  gambaran  terhadap  apa  yang  ingin

diwujudkan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  pada  akhir

pelaksanaan  Rencana  Pembangunan   Jangka   Panjang   Nasional

2005  –   2025  yaitu  bagaimana  negara secara tangguh mampu

memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  dengan menjauhkan

masyarakat  dari  bencana,  menjauhkan  bencana  dari  masyarakat,

meningkatkan  kemampuan  daya  lenting  masyarakat  untuk  pulih

kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan    sebagai    budaya    hidup    harmonis

berdampingan    dengan  ancaman  bencana  yang  mampu

mengantisipasi,  mengadaptasi,  memproteksi,  serta

menghindari/meminimalisir  dampak  bencana,  serta  memiliki  daya

serap  informasi.  Ketangguhan   masyarakat  secara  mandiri  dalam

penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya

penanggulangan bencana.

1. Mewujudkan  ketangguhan  masyarakat  melalui  peningkatan

pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta prilaku dan sadar

bencana; dan

RENSTRA 2019 – 2024 – Perubahan SOTK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kab. Kubu Raya



H
al

.  
 2

6

2. Mewujudkan  sistim  penyelenggaraan  sistem  penanggulangan

bencana    yang    handal,    menyangkut  penangan bencana,

tanggap darurat dan pasca bencana.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan 
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 
  

Identifikasi permasalahan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang

terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

No.
JENIS KEGIATAN SKPD YANG

TERKAIT DENGAN TATA RUANG

KESESUAIAN
DENGAN TATA

RUANG KET

Ya Tidak

1. Penetuan     daerah     rawan     
bencana berdasarkan topografi

Ya -

2. Penetuan     daerah     rawan     
bencana berdasarkan Geografi

Ya -

3. Penetuan     daerah     rawan     
bencana berdasarkan demografi

Ya -

4. Penetuan     daerah     rawan     
bencana berdasarkan hidrologis

Ya -

5. Penetuan     daerah     rawan     
bencana berdasarkan eksploitasi SDA

Ya -

6. Penetuan     daerah     rawan     
bencana berdasarkan kawasanindustri

Ya -

3.5. Penetuan Isu-isu Setrategis

Mencermati visi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih untuk

periode tahun 2019-2024  yaitu :  “Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya

yang Bermartabat, terdepan, berkualitas dan Religius”

Pada  Misi kedua : “Meningkatkan infrastruktur serta pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan untuk Peningkatan dan Perbaikan Kualitas

Hidup”.

Mengingat  wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya  sebagian  wilayah

daratannya  berlahan  gambut  yang  mempunyai  potensi  terjadinya
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kebakaran disaat beberapa hari saja tidak hujan, dan sampai saat ini

kebakaran  hutan  dan  lahan/kabut  asap  masi  terjadi,maka  Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kab.  Kubu Raya masih  dihadapkan

pada isu strategis actual  yaitu Penanganan  kebakaran hutan dan lahan

(kabut  asap)   agar  tidak  mengganggu  aktifitas

masyarakat/Penerbangan. 
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2104  tentang

Pemerintah  Daerah  pasal  272  menyatakan  bahwa  Renstra-PD  memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan pembangunan dalam

rangka  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan/atau  Urusan

Pemerintahan  Pilihan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  setiap  Perangkat

Daerah.  Hal  ini  ditegaskan kembali  dalam Permendagri  Nomor 86 Tahun

2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi

Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah

tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan

RKPD. Dengan demikian, untuk Visi SKPD akan merujuk pada Visi Kepala

Daerah.

Visi merupakan gambaran arah kondisi masa depan yang ingin dicapai

melalui  penyelenggaraan tugas  pokok  dan fungsi  selama kurun waktu 5

(lima)  tahun  kedepan.  Dalam  upaya  mencapai  kinerja pembangunan

Ketahanan  Pangan,  Perkebunan  dan  Peternakan  Kabupaten  Kubu  Raya

yang  sejalan  dengan  visi  misi  Kabupaten  Kubu  Raya  yaitu

“TERWUJUDNYA  KABUPATEN  KUBU  RAYA  YANG  BAHAGIA,

BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS DAN RELIGIUS.”

Bahagia ; Dimaksudkan sebagai kepuasan,sikap optimis, dan Harapan

masa  depan  masyarakat  Kabupaten  Kubu  Raya  terhadap  Peningkatan

derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan yang memadai, pendapatan rumah

tangga yang memadai, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang,

keharmonisan  hubungan  social,  kondisi  rumah  dan  aset  yang  layak,

lingkungan hidup yang berkualitas serta keamanan yang kondusif.

Bermartabat ;  Harga  diri  masyarakat  Kabupaten  Kubu  Raya  yang

ditandai adanya :

1. Peningkatan  Kesejahteraan  melalui  Pemenuhan  Kebutuhan  pokok

(sandang, pangan dan papan);
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2. Peningkatan  kehidupan  ekonomi  melalui  peningkatan  pertumbuhan

ekonomi,  pemantapan  kemandirian  pangan,  penurunan  tingkat

kemiskinan,  penurunan  pengangguran,  dan  peningkatan  kualitas

lingkungan hidup;

3. Peningkatan kehidupan social-budaya berbasis kearipan lokal;

4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil Negara,

pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan

kemasyarakatan;

5. Jaminan keadilan yang meliputi :

1) Hak  dan  kewajiban  warga  masyarakat  tanpa  membedakan  latar

belakang suku, agama, ras dan antar golongan;

2) Politik pembangunan dengan meminimalisas kesenjangan perkotaan

dengan  pedesaan  secara  proporsional  berdasarkan  kebutuhan

(NEED ASSESSMENT);

3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan

saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan

masyarakat.

Berkualitas;  Kabupaten  Kubu  Raya  senantiasa  memiliki  prestasi  di

berbagai sector baik di Level pemerintah, swasta maupun masyakatnya yang

ditandai dengan adanya peningkatan kualitas Pendidikan maupun kualitas

kesehatan  dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif

sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi  meraih

prestasi  di  berbagai  sector  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Religius;   Kabupaten  Kubu  Raya  akan  senantiasa  mengembangkan

karakter sumber daya  manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai

agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan

ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai

moral  dalam  melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan

berwibawa  serta  sebagai  landasan  memperkokoh  sendi-sendi  kehidupan

masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.
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MISI 

1. Meningkatkan Budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih

dan berwibawa (Good and cleab governance);

2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas

hidup masyarakat;

3. Meningkatkan  penguatan  otonomi  desa  untuk  pembangunan  yang

berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kaerifan lokal;

4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa relijius

di seluruh lapisan masyakat;

5. Meningkatkan  penguatan  peran  perempuan  untuk  peningkatan

kualitas dan kemandirian ekonomi.

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran  dari  visi  dan misi  serta  faktor-faktor

penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai

dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  dan  bersifat  idealistik,  mengandung

nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan

ke arah yang lebih  baik,  serta  menjadi  arah kebijakan  BPBD Kabupaten

Kubu Raya. 

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari  tujuan yang

telah  dirumuskan,  serta  agar  dapat  menggambarkan secara  spesifik  dari

hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran. 

Untuk  mencapai  misi  “Meningkatkan  pelayanan  publik  yang

mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat” BPBD menetapkan

tujuan dan sasaran sebagai berikut :
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang

tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi

dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup

penetapan kebijakan dan program operasional. 

Strategi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten

Kubu Raya :

1. Membangun  manajemen  pencegahan  dan  penanggulangan

bencana  didaerah secara terpadu dan menyeluruh;

2. Mengoptimalkan  sarana  dan  prasarana  penanggulangan

bencana yang dibutuhkan.

5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait

yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  dijadikan

pedoman,  pegangan  petunjuk  bagi  setiap  kegiatan  aparatur

pemerintah  dan  masyarakat,  agar  tercapai  kelancaran  dan

keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Kubu  Raya.

Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur

maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai:

a. Memberikan  petunjuk  prinsip-prinsip,  rambu-rambu dan signal-

signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;

b. Memberikan  informasi  mengenai  bagaimana  strategi  akan

dilaksanakan;

c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah

maupun masyarakat;
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d. Untuk  kelancaran  dan  keterpaduan  upaya  mencapai  sasaran,

tujuan, misi dan visi.

Adapun  kebijakan  yang  ditetapkan  Badan  Penanggulangan

Bencana  Daerah Kabupaten  Kubu Raya untuk tahun 2009 -  2014

adalah sebagai berikut :

1 Meningkatkan  koordinasi  antara  instansi  terkait,  peningkatan

kualitas  aparatur/SDM  serta  peran  serta  seluruh  eleman

masyarakat untuk mencegah dan menangani bencana;

2 Meningkatkan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang

mendukung aktivitas kelembagaan.                
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN

Program  adalah  kumpulan  kegiatan-kegiatan  nyata,  sistematis

dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan  guna  mewujudkanvisi dan  misi  organisasi.  Adapun

program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Badan  Penanggulangan

Bencana  Daerah  Kabupaten  Kubu Raya  untuk tahun 2014  -  2019

adalah sebagai berikut: 

1. Program Utama (teknis)

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam;

b. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

c. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;

d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

e. Pelayanan Informasi Bencana;

f. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

g. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. Program Pendukung (generic)

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah;

g. Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program diatas BPBD dalam

mencapai sasaran program melakukan beberapa kegiatan-kegiatan berikut

pendanaan pada tabel 6.1
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Keberhasilan  pelaksanaan  RPJMD  2019-2024 dan  RKPD  menjadi

tanggung  jawab  semua  SKPD  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung

jawab masing-masing.  Walaupun BPBD Kab,  Kubu Raya  tidak  termasuk

penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah, namun BPBD

Kab.  Kubu  Raya  wajib  mendukung  RPJMD  dan  Program 5  (lima)  tahun

pemerintah kab. Kubu Raya. Dukungan ini tercermin dari kontribusi BPBD

Kab. Kubu Raya dalam setiap program/kegiatan berupa :

1. Hasil  penanggulangan  bencana  yang  efektif  dan  efisien  mampu

memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten

Kubu Raya yang aman dan nyaman;

2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat.

Sebagaimana  Visi   Kabupaten   Kubu    Raya Tahun 2014-2019  “

Terwujudnya  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  bahagia,  bermartabat,

terdepan, berkualitas dan relijius” 

Dari  penjabaran  diatas,  indicator  Badan  Penanggulangan  Bencana

Daerah Kab. Kubu Raya yang mendukung Visi Misi RPJMD Kab. Kubu Raya

pada Misi 3, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7. 1 sebagai berikut :
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Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 2019-2024

No INDIKATOR

KONDISI
KINERJA

PADA
AWAL

PERIODE
RPJMD

TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN

KONDISI
KINERJA

PADA
AKHIR

PERIODE
RPJMDTAHUN 0 TAHUN

1
TAHU
N 2

TAHUN
3

TAHUN
4

TAHU
N 5

1 2 3 4 5 6 7 8 8

1

2

3

4

Jumla Desa 
Siaga Bencana

Prosentase 
Penangan 
Bencana

Prosentase 
Penaganan 
Rehabilitasi 
dan 
Rekonstruksi
Jumlah 
Pelaksanaan 
Pelatihan 
Masyarakat di 
Daerah Rawan
Bencana

6 Desa

100%

0

3 Desa

100%

3 paket

2 kali

3 Desa

100%

2 kali

3 Desa

100%

2 kali

3 Desa

100%

2 kali

3 Desa

100%

2 kali

15 Desa

100%

10 kali
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 BAB VIII

PENUTUP

Renstra Strategis  (Renstra)   Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan

jangka  menengah  yang  mengacu  pada  RPJMD Kabupaten  Kubu  Raya.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja  Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2014–2019 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan

pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan

pedoman  Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor:

239/IX/6/8/2003  tanggal  25  Maret  2003  tentang  “Perbaikan  Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. 

Demikian  Renstra ini disusun sebagai tolok ukur untuk menggerakan

segenap kemampuan dan potensi yang ada, untuk mencapai sebagaimana

yang  diharapkan  dalam menjalankan  roda  Pemerintahan  yang  berada  di

tingkat Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam otonomi daerah

dan kerjasama seluruh masyarakat dengan melalui kegiatan yang tercantum

dalam Renstra ini.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada Tanggal:       Maret 2022

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kubu Raya

M  . Y A S S I E R, S.E  
Pembina Tk. I

NIP. 19700704 199803 1 003
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